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Abstract

It can be seen from the point of legal politics (especiiiyinal legal policy that
there are developments in the crime of regional head elections which are getting
wider in sope both an increase in the types of crimes and an increase in sanctions
In the Law on the Election of Governors, Regents, and Mayaorsil the last
amendmentthere are 8 types of offenses can be qualified in various criminal
provisions
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Abstrak: Terlihat dari sudut politik hukumn (khususnya politik hukum pidana)
terjadinya perkembangan dalatmdak pidana pemilihan kepala daerah yang
semakin luasakupan tindalpidananyabaik itu peningkatan jenis tindakidanadan
peningkatan sanksi pidanBi dalam UndangJndang PemiliharGubernur, Bupati,

dan Walikota, hingga pada perubahan terakhidagat dikualifikasikan 8 jenis delik
yang termuat di berbagai ketentuan pidana di dalam urnaashang tersebut.

Kata Kunci: tindak pidana, pemilihan kepala daerah

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah secara langsung (pemilukada) mempunyai nilai yang
signifikan dalam pembangunan demokrasi Indonesia yang dinamis dan sehat.
Demokrasi yang sehat harus kita pahami sebagai lsglyogaes menuju masyarakat
yang lebih cerdas, mandiri, beradab dan bermartabat. Apabila dicermati, bahwasanya
ciri-ciri demokrasi modern terdapat 3 (tiga) golongan, yaitu: (a) pemerintahan rakyat
melalui perwakilan dengan sistem parlementer; (b) pemeantabkyat melalui
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perwakilan dengan pemisahan kekuasaan; dan (c) pemerintahan rakyat melalui
perwakilan dengan disertai pengawasan langsung oleh fakyat.

Pemilukada ini adalah sebuah momentum guna membangun kesadaran untuk
melahirkan insafinsan yang bgwa rasional, jujur, anti KKN (kolusi, korupsi,
nepotisme) dan bertanggung jawab serta tidak melakukan berbagai bentuk
penyimpangan dan pencideraan rasa keadilan terhadap rakyat dalam bentuk apapun.
Namun perlu disadari bersama bahwa demokrasi lokalaftalk tidak selamanya
akan melahirkan insaimsan tersebut, bahkan bisa jadi demokrasi tersebut penuh
dengan berbagai kecurangan dan rekayasa manipulatif.

Diaturnya ketentuan pidana dalam pemilihan kepala daerah secara langsung,
baik dalam Kitab Undantyndang Hukum Pidana (KUHP) maupun di dalam
undangundang pemilihan umum dan juga undamgiang pemilihan kepala daerah,
menunjukkan bahwa pembuat Unddgdang menganggap memilihan umum itu
merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di iadones
khususnya terkait dengan demokrasi. Hal ini juga disadari bahwa sangatlah penting
bila pemilukada langsung tersebut bebas dari perbyatidruatan yang bertentangan
dengan nilanilai kejujuran dan keadilah.

Fenomena yang cukup menarik dari sekian wal¢laksanaan pemilukada,
ternyata ada beberapa kondisi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang telah
merebak kasus penyimpangan, di mana adanya beberapa calon kepala daerah
melakukan perbuatan memanipulasi prasyarat formal, melakukan tirtagtakan
yang kurang terpuji yakni dengan menghalalkan segala macam cara agar dapat
terpilih sebagai kepala daefallan/atau melakukan tindakan yang melanggar
ketentuan dalam pelaksanaan pemilukada yang dapat dikategorikan sebagai tindak

pidana’

! Padmo Wahyono. 198%asalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa lhikarta. Ghalia
Indonesia., him. 55.

2 Sinyo Harry Sarundajan@005. Pilkada Langsung, Problema dan Prospdlakarta. Kata
Hasta Pustaka., him. 20.

% Aribowo, dkk. 1996 Mendemokratiskan Pemildakarta. ELSAM., him. 5.

“Agus Sudaryanto dan Purnawan D. Negar a. AKebij
PilkadaDh am Per spektif Pemilihan Kepala Daerah Yang D
Universitas Widyagama Malang. Jurnal Konstitusi Vol. 1ll. No. 1. Juni 2010., him. 101.
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Terjadinya tindak pidana dalam proses pemilukada disebabkan oleh karena
tingginya tingkat kepentingan dalam memenangkan calon atau kompetitor yang
didukung oleh oknum tertentu sehingga memunculkan fanatisme dan keinginan kuat
demi tercapainya tujuan tersebut. Bamkdi beberapa permasalahan yang dapat
dilihat banyak yang dijumpai menghalalkan segala cara dalam proses pemenangan
tersebuf

Tindak pidana pemilukada memiliki suatu ciri yang khas atau spesifik bila
kita bandingkan dengan tindak pidana pada umumnyainHkhrena tindak pidana
pemilukada hanya dimungkinkan terjadi tatkala kontestasi pemilukada secara
langsung di Indonesia yang pelaksanaannya pada sekali dalam lima tahun, maka
terjadinya tindak pidana pemilukada ini hanya dalam kurun waktu tersebut.
Sedagkan tindak pidana lain, seperti pencurian, pembunuhan dan korupsi bisa
terjadi pada saat waktu dan kapan pun.

Tindak pidana dalam pemilukada ini hanya dapat dituntut jika dilakukan
dalam konteks pemilihan umum kepala daerah. Dalam arti, berbagai penpargan
ditetapkan sebagai tindak pidana dalam pemilihan umum kepala daerah hanya dapat
dituntut sesuai Undangndang Pemilihan Kepala Daerah, bukan ketentuan pidana
umum. Hal ini sesuai dengan penerapan dsasspecialis derogat legi geralis
Berdasarkan sas hukum ini, semua unsumsur suatu rumusan delik terdapat atau
ditemukan kembali di dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua
(yang khusus) itu disamping semua unsnosur peraturan pertama (yang umum)
memuat pula satu atau beberapaur lain. Dalam kaitan dengan pemilukada, unsur
lain yang dimaksud adalah tindak pidana tersebut terjadi dalam kaitannya atau dalam
proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah.

Melihat pengaturan tindak pidana pemilukada ini menyiratkan bahwa gun
melindungi kemurnian pemilukada bagi demokrasi yang pada akhirnya pembuat
undangundang telah menjadikan sejumlah perbugaruatan yang tidak sesuai
dengan cita demokrasi dinormakan sebagai suatu tindak pidana. Disamping mengatur

tentang bagaimana pdisanaan pemilukada juga melarang sejumlah perbuatan yang

®*Magdal ena Laurenzia Seba. AKajian Yuridis Ter
Daer aho. Lex Administratum Vol . V. No. 9. November
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dapat menghancurkédree and fair electionitu serta mengancam pelakunya dengan
pidana. Dalam konteks ini telah terjadi fungsionalisasi hukum pidana terhadap
ketentuarketentuan di bidang hukum admstrasi. Maknanya adalah hukum pidana
difungsikan sebagai hukum sanksijzonder sanctie rechtflan sebagai hukum
pembantu (hulprecht)® Sebagai hukum sanksi, hukum pidana memberi sanksi
terhadap pelanggargelanggaran di bidang hukum lain, baik hukumblgk maupun

hukum privat. Sebagai hukum pembantu, penetapan sanksi pidana merupakan sarana
untuk menegakkan hukum administrasi.

Mencermati ruang lingkup ketentuan hukum pidana di luar KUHP, nampak
dengan jelas bahwa sebagian besar isinya terkait dengamuamketentuan yang
sifatnya mengaturegulatory rules) Undangundang tersebut mengatur mengenai
subjek hukum, hubungan antar subjek hukum, dan peran yang dimainkan oleh
masingmasing subjek hukum dalam menjalankan fungsinya sebagaimana
diamanatkan @h undangindang. Undangndang tersebut juga memuat perbuatan
yang dilarang disertai sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggar larangan
tersebut. Dilihat dari substansi yang diatur, maka kebanyakan unddagg di luar
KUHP tersebut dapat dikategorikasebagai hukum administragdministrative
law).”

Hukum administrasi mencakup ruang lingkup yang luas dan hal ini tentu saja
membawa konsekuensi terhadap hukum pidana administrasi yaitu penggunaan
hukum pidana dalam bidang hukum administrasi semakinanddarena mencakup
semua aspek kehidupan masyarakat. Penggunaan hukum pidana di dalam
penyelenggaraan pemerintahan hakekatnya merupakan perwujudan dari kebijakan
menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum administrasi,

yang oleh Barda &lwawi Arief dinamakan fungsionalisasi atau operasionalisasi atau

® Hanafi Amrani. 2019Politik Pembaharuan Hukum Pidan#ogyakarta. Ull Pres., him. 34.

"Menur ut Bl ackds Law DictionarfiJhedefawi giovbukun
the organizéion and operation of the executive branch of government (including independent
agencies) and the relations of the execlhati ve with
Henry Compbell Black. 1998 | ac k 6 s L a./evénihEditioro Wsi Grgup St. Paul. Minn.

USA., him. 46. Sjachran Basah, menjelaskan pula pada hakekatnya hukum administrasi negara adalah
pertama memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan yang kedua
melindungi warga terhadap sikap tindak admingtreegara dan juga melindungi administrasi negara

itu sendiri, lihat Sjachran Basah. 19%2rlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindakan Administrasi
Negara.Bandung. Alumni., him. 4.

20¢ Jurnal WASAKA HUKUM, | Vol. 9 No. 2, Februari 2021



Wahyu Tinjauan Yurigis®

instrumentalisasi hukum pidana dibidang hukum administr@gngan demikian
dapat disimpulkan bahwa perundamgdangan hukum pidana tidak hanya bersifat
otonom tetapi dapat bersifat komplemter, yaitu membantu menegakkan hukum
administrasi dan cabang hukum lainnya.

Hukum pidana dalam konteks ini digunakan sebagai sarana untuk
meningkatkan rasa tanggung jawab negara dalam rangka mengelola kehidupan
masyarakat modern yang semakin kompleks. k§lapidana yang antara lain
digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum administrasi dalam
pelbagai haf. Dengan demikian tentunya fungsi hukum pidana tidak hanya sekedar
untuk mempertahankan dan melindungi rildai moral, tetapi telah bergesieearah
pendekatan kemanfaatdutilitarian approach)dan pada yang terakhir ini hukum
pidana dan sanksi pidana dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang
oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dirinya dari perilaku yang dapat
membahgakan masyarakat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut tujuan utama penelitian ini ialah berupaya
mendeskripsikarperkembangarpengaturan tindak pidana dalam undangang
pemilukada dimulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Uddadgng Nomor 1
Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, hingga pada
perubahan terakhirnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif dengan pendekatan sejafsibtorical approach)dan pendekatan
perundangindangar(statue aprocahy®

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah

8 Barda Nawawi Arief. 2003Kapita Selekta Hukum Pidan@andung. Citra Adya Bakti.
him. 145.

® Muladi. 1990.Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa DataNgskah Pidato
Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeritas Diponegoro. Semarang.
Universitas Diponegoro., him. 149.

9 \Wahyu dan Rahmadi IndraeTk r o n a . iKepast i akhiyaHsy&ratdalanP el a k s an a
B a Baam OnlineMe | al ui I nstagr amo. Journal of Sharia Eco
him. 113114.
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Sejak  berlakunya  UndaAdgndang Nomor 32  Tahun 2004
tentangPemerintahan Daeratkepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat
melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada.
Pilkada pertama Kkali diselenggarakan pada bulan 2D00% dilaksamkan di
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Tirflur.

Sejak Dberlakunya UndarAdndang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga
secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Waldlakieperah
atau disingkat Pemilukada.

Pada tahun 2011, terbit undamgdang baru mengenai penyelenggara
pemilihan umum yaitu Undargndang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang
undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
Kotal?

Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan produk peruoddaggan
mengenai pemilukada yakni dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
yang setahun kemudian pada tahun®2B#&rppu tersebut ditetapkan menjadi undang
undang dengan diundangkannya Undéimglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UAddadgng Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undardgg.

Karena masih terdapat beberapa inkonsistensi dan menyisakan sejumlah
kendala apabila dilaksanakan sehingga Undamdang Nomor 1 Tahun 2015 perlu
disempurnakan terlebih dahulu. Selanjutnya melalui tahapan yang cukup alot dan
panjang, dilakukan perubah@ertama terhadap undangdang pemilukad®, yakni
dengan dikeluarkannya Undakipdang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas UndangJndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

1 hitps://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonekiakses pada tanggal
13 April 2021.

12 http://news.detik.com/read/2012/07/108835/1961693/10/dulpilkadalalu-pemilukada
kini-pilgub diakses tanggal 13 April 2021.

“Ni ke K. Rumokoy. #APelaksanaan Pemilihan Bupat|
UU No 9 Tahun 20150. Jurnal Hukum Unsrat. Vol . 22.
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Pengganti Undantyndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rigran Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undafdgndang.

Setahun berikutnya kemudian dilakukan perubahan kembali atas undang
undang pemilukada sebagaimana dengan dikeluarkannya Ubldaagg Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UAdadghg Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Udddagg Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UAdadgng.

Pada tahun 2019 terjadi pandemi ce%fl yang akhirnya berdampak pada
rencana pmilukada serentak yang direncanakan di tahun tersebut. Dalam rangka
penanggulangan penyebar&@orona Virus Disease2019 (COVID-19) sebagai
bencana nasional, Pemerintah mengambil kebijakan dan lategigikah luar biasa
baik di tingkat pusat maupun daeréérmasuk perlunya dilakukan penundaan
tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil
bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan
gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta otalikdan wakil
walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk
menjaga stabilitas politik dalam negeri. Kemudian di tahun 2020 dikeluarkanlah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undlimglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan K&a atas Undangndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undiimglang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undlimglang. Pertimbangan
mengapa dikeluarkan Perppu ini tidak lain kareadanya kegentingan memaksa
sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138NAUR0D19.
Selanjutnya Perppu ini ditetapkan menjadi undandang dengan dikeluarkannya
UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
PenggantiUndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undantyndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undasdgndang.
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2. Peakembangan Pengaturan Tindak Pidana dalam UndangJndang
Pemilukada

Tidak semua peraturan perundanglangan dapat dikategorikan sebagai
hukum pidana khusus, tetapi hanya terbatas pada undaagg yang hanya
memuat keseluruhan aturaturan tentang perbtzan pidana, termasuk ketentuan
hukum acaranya. Dengan demikian undandang yang tidak seluruhnya mengatur
tentang perbuatan pidana, tapi hanya menempatkan sanksi pidana sebagai daya paksa
untuk melaksanakan aturaturan administratif yang diaturnya, dakl dapat
dikategorikan sebagai hukum pidana khusus, melainkan dikategorikan sebagai
hukum pidana administratif atau hukum pidana pemeriguateningsstrafrecht)’

Berbeda dengan hukum pidana khusus, hukum pidana administratif
(administrative criminal law)adalah jenis tindak pidana yang dipahami sebagai
pelanggaran aturan atau regulasi administratif dan mempunyai ketentuan sanksi
pidana tersendir> sehingga perbuatan pidana dalam konteks ini kemudian disebut
juga tindak pidana administratif.

Sesuai dengadinamika perkembangan hukum kepemiluan kepala daerah,
pengaturan pemilukada dimulai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti -Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
yang kemudian ditetapkan menjadi undamglang degan diundangkannya Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undangndang, yang kemudian beberapa kali pembaharuan.
Pembaharan pertamamelalui UndangJndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undaiigndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undabigdang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undddgdang. Pembaharuan kedua
dengan Undantyndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

% Andi Hamzah. 2002Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidadakarta. Pusat
Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti., hirs 3
> Barda Nawawi Arief. 20030p.Cit him. 1314.
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Pengganti Undantyndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikat Menjadi UndangJndang. Pembaharuan ketigamelalui
Peraturan Pemerintah Pengganti Undiimglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undadgdang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undlimglang Nomor 1 Tahur2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undbimglang, dan
Pembaharuan keempdengan ditetapkannya Undabimdang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Udddiagg Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubaharetiga atas Undangndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Uddadgng Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undardpng.

Kebijakan formulatif tentang tindak pidana pemilukada galmaana tertuang
di dalam undangindang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana
tersebut diatas, terdapat jeqemis deliknya dapat dikualifikasikan dari beberapa

tahapan waktu munculnya delik tersebut yakni sebagai berikut:

a. Tindak pidana pada tahapan pemutakhiran data pemilih
Ketentuan pidana pada tahapan pemutakhiran data pemilih ini terdiri
dari 6 pasal yang ada pada Und&anglang Nomor 1 Tahun 2015 yang
kemudian pada perubahan kedua pada Untlavdang Nomor 10 Tahun 2016.
Adapun pasal teebut sebagai berikut:

1.1 Tabel Pasal Tindak Pidana Pada Tahapa®emutakhiran Data Pemilih

Pasal Undang-Undang Keterangan Jenis Sanksi
177 UndangUndang | Perbuatan  dengan  sengéfPidana penjara
Nomor 1 Tahun | memberikan keterangan tidg paling singkat_ 3

2015 benar mengenai diri sendiri aty bulan dan paling

lama 12 bulan dan;
fiDenda paling sediki
Rp3.000.00@an

diri orang lain tentang suatu h
yang diperlukan untuk pengisia

daftar pemilih paling banyak
Rp12.000.000
177A UndangUndang (SISIPAN) fPidana penjara
Nomor 10 Tahun paling singkat 12

Perbuatan dengan  sengq bulan dan paling
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234

2016

melakukan perbuatan melaw
hukum memalsukan data dq
daftar pemilih yang dilanggg
adalah ketentuan yang ada pg
Pasal 58 Undantndang
Nomor 10 Tahun 2016

lama 72bulan
fDenda paling sediki
Rp12.000.000 dan
paling banyak
Rp72.000.000

177B

UndangUndang
Nomor 10 Tahun
2016

(SISIPAN)

Anggota PPS, anggota PP
anggota KPU KabupatéerKota,
dan anggota KPU Provinsi yar|
dengan sengaja melakuk
perbuatan melawan hukum tid
melakukan verifikasi dar
rekapitulasi terhadap data d
daftar pemilih, Perbuatan yar
dilanggar adalah ketentuan ya
ada pada Pasal 58 Undan
Undang Nomor 10 Tahun 2016

fPidana penjara
paling singkat 24
bulan dan paling
lama 72 bulan;

fDenda paling sediki
Rp24.000.000 dan
paling banyak
Rp72.000.000

178

UndangUndang
Nomor 1 Tahun
2015

Perbuatan yang dengan seng
menyebabkan orang lai
kehilangan hak pilihnya

fPidana penjara
paling singkat 12
bulan dan paling
lama 24 bulan

fiDenda paling sediki
Rp12.000.00 dan
paling banyak
Rp24.000.000

179

UndangUndang
Nomor 1 Tahun
2015

Perbuatan yang dengan seng
memalsukan surat yang menu
suatu aturan dalam Undan
Undang ini diperlukan untu
menjalankan suatu perbuat
dengan maksud untu
digunakan sendiri atawrang
lain sebagai seolablah surat
sah atau tidak dipalsukan

fPidana penjara
paling singkat 36
bulan dan paling
lama 72 bulan dan;

fDenda paling sediki
Rp36.000.000 dan
paling banyak
Rp72.000.000

182

UndangUndang
Nomor 1 Tahun
2015

Perbuatan dengan keksan
atau dengan ancaman kekuas
yang ada padanya sa
pendaftaran pemilit
menghalanéhalangi seseoran
untuk terdaftar sebagai pemil
dalam Pemilihan

fPidana penjara
paling singkat 12
bulan dan paling
lama 36 bulan dan;

fiDenda paling sediki
Rp12.000.00 dan
paling banyak
Rp36.000.000

b. Tindak pidana pada tahapan pencalonan
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Ketentuan pidana pada tahapan pencalonan ini terdiri dari 14 pasal
yang ada pada Undatigndang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian pada
perubahan kedua pada Unddwgdang Nomor 10 Tahmu2016. Adapun

pasal tersebut sebagai berikut:

1.2 Tabel Pasal Tindak Pidana Pada Tahapan Pencalonan

Pasal

Undang-Undang

Keterangan

Jenis Sanksi

180 ayat
1)

UndangUndang
Nomor 10 Tahun
2016

(PERUBAHAN)

Secara sengaja melakuk
perbuatan melawan huku
menghilangkan hak seseora
menjadi Calon Gubernur/Calg
Wakil Gubernur, Calor
Bupati/Calon Wakil Bupati, dal
Calon Walikota/Calon Waki
Walikota

fPidana penjara
paling singkat 36
bulan dan paling
lama 72 bulan

fiDenda paling sediki
Rp36.000.000 dan
paling banyak
Rp72.000.000

180 ayat
(2)

UndangUndang
Nomor 10 Tahun
2016

(PERUBAHAN)

Karena jabatannya deng:
sengaja melakukan perbuat
melawan hukum menghilangke
hak seseorang menja|
Gubernur/Wakil Gubernur
Bupati/Wakil Bupati,

dan Walikota/Wakil Walikota
atau meloloskan calon dan/at
pasangan calon yang tidg
memenuhi persyaratan

Perbuatan yang dilanggar adal
ketentuan yang ada pada Pasg
dan Pasal 45 Undardgndang
Nomor 10 Tahun 2016

fPidana penjara
paling singkat 36
bulan dan paling
lama 96 bulan

fDerda paling sedikit
Rp36.000.000 dan
paling banyak
Rp96.000.000

181

UndangUndang
Nomor 1 Tahun
2015

Perbuatan dengan sengaja
mengetahui bahwa suatu su
adalah tidak  sah ata
dipalsukan, menggunakanny
atau menyuruh orang lai
menggunakannya sebagsirat
sah

fPidana penjara
paling singkat 36
bulan dan paling
lama 72 bulan dan;

fiDenda paling sediki
Rp36.000.000 dan
paling banyak
Rp72.000.000
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184

UndangUndang
Nomor 8 Tahun
2015

Perbuatan dengan  seng:
memberikan keterangan yal
tidak benar atau meggnakan
surat palsu seolatlah sebaga
surat yang sah tentang suatu
yang diperlukan bag
persyaratan untuk menja
Calon Gubernur, Calon Wak
Gubernur, Calon Bupati, Calg
Wakil Bupati, Calon Walikota
dan Calon Wakil Walikota

fPidana penjara
paling sngkat 36
bulan dan paling
lama 72 bulan dan;

fiDenda paling sediki
Rp36.000.000 dan
paling banyak
Rp72.000.000

185

UndangUndang
Nomor 8 Tahun
2015

Perbuatan dengan  sengg
memberikan keterangan yai
tidak benar atau menggunak
identitas diri  palsu untu
mendukung pasangan cal
perseorangan menjadi  calg
Gubernur dan calon Wak
Gubernur, calon Bupati da
calon Wakil Bupati, dan calo
Walikota dan calon Waki
Walikota

fPidana penjara
paling singkat 12
bulan dan paling
lama 36 bulan dan;

fDenda paling sakiit
Rp12.000.000 dan
paling banyak
Rp36.000.000

185A
ayat (1)

UndangUndang
Nomor 10 Tahun
2016

(SISIPAN)

Perbuatan yang dengan seng
memalsukan daftar dukungg
terhadap calon perseorangan.

fPidana penjara
paling singkat 36
bulan dan paling
lama 72 bula

fiDenda paling sediki
Rp36.000.000 dan
paling banyak
Rp72.000.000

185B

UndangUndang
Nomor 10 Tahun
2016

(SISIPAN)

Anggota PPS, anggota PP
anggota KPU Kabupaten/Kot
anggota KPU Provinsi, dan/até

petugas yang diberika
kewenangan melakuka
verifikas dan rekapitulasi yan
dengan sengaja melakuk

perbuatan melawan hukum tidg
melakukan  verifikasi dar
rekapitulasi terhadap dukungg
calon perseorangan.

Perbuatan yang dilanggar adal
ketentuan yang ada pada Pa

fPidana penjara
paling singkat 36
bulan dan paling
lama 72 bulan

fDenda paling sediki
Rp36.000.000 dan
paling banyak
Rp72.000.000

48 Undangundang Nomor 10
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186 ayat
@)

UndangUndang
Nomor 1 Tahun
2015

Anggota PPS, anggota PP
anggota KPU Kabupaten/Kot
anggota KPU Provinsi, yan
dengan sengaja memalsuk|
daftar dukungan terhadap cal
perseorangan

fPidana penjara
paling singkat 36
bulan dan paling
lama 72 bulan

fiDenda paling sediki
Rp36.000.000 dan
paling banyak
Rp72.000.000

186 ayat
2)

UndangUndang
Nomor 1 Tahun
2015

Anggota PR, anggota PPKPidana penjara

anggota KPU Kabupaten/Kot
dan anggota KPU Provinsi yar|
dengan sengaja tidak melakuk
verifikasi dan  rekapitulas
terhadap calon perseorangan

paling singkat 36
bulan dan paling
lama 72 bulan
fDenda paling sediki
Rp36.000.00 dan
paling banyak
Rp72.000.000

186A
ayat (1)

UndangUndang
Nomor 10 Tahun
2016

(SISIPAN)

Perbuatan Ketua dan sekreta
Partai Politik tingkat Provins
dan/atau tingka
Kabupaten/Kota yan
mendaftarkan pasangan cal
yang tidak didasarkan padg
surat kputusan pengurus Part
Politik tingkat Pusat tentan
Persetujuan atas calon vyal
diusulkan oleh pengurus Part
Politik tingkat Provinsi dan/ata
pengurus Partai Politik tingkg
Kabupaten/Kota.

Perbuatan yang dilanggar adal
ketentuan yang ada pada Pa
42 ayat (4), ayat (5), dan ay|
(6) UndangUndang Nomor 1(
Tahun 2016

fPidana penjara
paling singkat 36
bulan dan paling
lama 72 bulan

fiDenda paling sediki
Rp36.000.000 dan
paling banyak
Rp72.000.000

187B

UndangUndang
Nomor 10 Tahun
2016

(SISIPAN)

Anggota Partai Politik atat
anggota gabungan Partai Poli
yang dengan sengaja melakuk
perbuatan melawan huku
menerima  imbalan  dalar
bentuk apapun pada pros
pencalonan Gubernur dan Wa
Gubernur, Bupati dan Wak

fPidana penjara
paling singkat 36
bulan dan paling
lama 72 bulan
fiDenda paling sediki
Rp300.000.000 dan
paling banyak
Rp1.000.000.000

Bupati, serta Walikota da
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Wakil Walikota.

Perbuatan yang dilanggar adal
ketentuan yang ada pada Pa
47 ayat (1) Undangyndang
Nomor 8 Tahun 2015

187C

UndangUndang
Nomor 10 Tahun
2016

(SISIPAN)

Setiap orang atau lembaga ya
terbukti dengan sengaj
melakukan perbuatan melaw
hukum memberi imbalan pag
proses pencalonan Gubern
dan Wakil Gubernur, Bupati dg
Wakil Bupati, serta Walikote
dan Wakil Walikota make
penetapan sebagai calg
pasangan calon terpilih, atg
sebagai Gubernur, Wak
Gubernur, Bupati, Waki
Bupati, Walikota atau Waki
Walikota

Perbuatan yang dilanggar adal
ketentuan yang ada pada Pa
47 ayat (5) Undanggndang
Nomor 8 Tahun 2015

fPidana pmejara
paling singkat 24
bulan dan pidana
penjara paling lama
60

fiDenda paling sediki
Rp300.000.000 dan
paling banyak
Rp1.000.000.000

191 ayat
1)

UndangUndang
Nomor 8 Tahun
2015

Calon Gubernur, Calon Wak|
Gubernur, Calon Bupati, Calg
Wakil Bupati, Cabn Walikota,
dan Calon Wakil Walikota yan
dengan sengaja mengundurk
diri setelah penetapan pasang
calon sampai denga
pelaksanaan pemungutan sualr

fPidana penjara
paling singkat 24
bulan dan pidana
penjara paling lama
60

fiDenda paling sediki
Rp25.000000.000
dan paling banyak
Rp50.000.000.000

191 ayat
@

UndangUndang
Nomor 8 Tahun
2015

Pimpinan Partai Politik ata
gabungan  pimpinan  Part
Politik yang dengan senga
menarik pasangan calonny
dan/atau pasangan cal
perseorangan yang deng
sengaja rangundurkan  dir
setelah ditetapkan oleh KP
Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota sampai deng
pelaksanaan pemungutan sualr

fPidana penjara
paling singkat 24
bulan dan pidana
penjara paling lama
60

fDenda paling sediki
Rp25.000.000.000
dan paling banyak
Rp50.®0.000.000
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c. Tindak pidana pada tahapan kampanye
Ketentuan pidana pada tahapan kampanye ini terdiri dari 12 pasal
yang ada pada Undatigndang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian pada
perubahan pertama pada Unddshmgdang Nomor 8 Tahun 2015 serta
perubahan kedu pada Undanyyndang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun

pasal tersebut sebagai berikut:

1.3 Tabel Pasal Tindak Pidana Pada Tahapan Kampanye

Pasal

Undang-Undang

Keterangan

Jenis Sanksi

187 ayat
)

UndangUndang
Nomor 1 Tahun
2015

Perbuatan yang dengan seng
melakukan Kampanye di lug
jadwal  waktu yang telal
ditetapkan oleh KPU Proving
dan KPU Kabupaten/Kota unty
masingmasing calon

fPidana penjara
paling singkat 15
hari atau paling
lama 3 bulan
dan/atau;

fDenda paling sediki
Rp100.000 atau
paling banyak
Rp1000.000

187 ayat
(2)

UndangUndang
Nomor 1 Tahun
2015

Perbuatan yang dengan seng
melanggar ketentuan larang
pelaksanaan Kampanye

Perbuatan yang dilanggar adal
ketentuan yang ada pada Pa
69 huruf af UndangUndang
Nomor 8 Tahun 2015

fPidana penjar
paling singkat 3
bulan atau paling
lama 18 bulan
dan/atau;

fDenda paling sediki
Rp600.000 atau
paling banyak
Rp6.000.000

187 ayat
®3)

UndangUndang
Nomor 1 Tahun
2015

Perbuatan yang dengan seng
melanggar ketentuan larang
pelaksanaan Kampany
Pemilihan Bupati/Walikota.

Perbuatan yang dilanggar adal
ketentuan yang ada pada Pa
69 huruf gj UndangUndang
Nomor 8 Tahun 2015

fPidana penjara
paling singkat 1
bulan atau paling
lama 6 bulan
dan/atau;

fiDenda paling sediki
Rp100.000 atau
paling banyak
Rp1000.000

187 ayat
(4)

UndangUndang
Nomor 1 Tahun
2015

Perbuatan yang dengan seng
mengacaukan, menghalan
atau mengganggu jalanny
Kampanye

fPidana penjara
paling singkat 1
bulan atau paling
lama 6 bulan
dan/atau;

fiDenda paling sediki
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Rp600.000 atau
paling banyak
Rp6.000.000

187 ayat
®)

UndangUndang
Nomor 1 Tahun
2015

Perbuatan yang dengan seng
memberi atau menerima da
Kampanye melebihi batas yar
ditentukan

Perbuatan yang dilanggar adal
ketentuan yang ada pada Pa
74 ayat (5) Undangndarg
Nomor 10 Tahun 2016

fPidana penjara
paling singkat 4
bulan atau paling
lama 24 bulan
dan/atau;

fiDenda paling sediki
Rp200.000.000 ata
paling banyak
Rp1.000.000.000

187 ayat
(6)

UndangUndang
Nomor 1 Tahun
2015

Perbuatan yang dengan seng
menerima ataumemberi dang
Kampanye dari atau kepac
pihak yang dilarang

Perbuatan yang dilanggar adal
ketentuan yang ada pada Pa
76 ayat (1) Undang/ndang
Nomor 8 Tahun 2015 da
ketentuan Pasal 71 Undan
Undang Nomor 10 Tahun 2016

fPidana penjara
paling singkat 4
bulan atau paling
lama 24 bulan
dan/atau;

fDenda paling sediki
Rp200.000.000 ata
paling banyak
Rp1.000.000.000

187 ayat
7

UndangUndang
Nomor 1 Tahun
2015

Perbuatan yang dengan seng
memberikan keterangan vyal
tidak benar dalam laporan da
Kampanye sebagaimang
diwajibkan oleh Undang
Undang

fPidana penjara
paling singkat 2
bulan atau paling
lama 12 bulan
dan/atau;

fDenda paling sediki
Rp1.000.000 atau
paling banyak
Rp10.000.000

187 ayat
(8)

UndangUndang
Nomor 1 Tahun
2015

Calon yang menerim
sumbangn dana Kampanye dé
tidak melaporkan kepada KP
Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dan/atau tidé
menyetorkan ke kas negara

fPidana penjara
paling singkatl2
bulan atau paling
lama 48 bulan
dan/atau;

fiDendasebanyak 3x
dari jumlah
sumbangan yang
diterima

187A
ayat (1)

UndangUndang
Nomor 10 Tahun
2016

(SISIPAN)

Setiap orang yang dengsé
sengaja melakukan perbuat
melawan hukum menjanjika|
atau memberikan uang ati
materi lainnya sebagai imbalg
kepada warga negara Indone
baik secara langsung ataup

fPidana penjara
paling singkat 36
bulan dan paling
lama 72 bulan

fiDenda paling sediki
Rp200.000.000 dan
paling banyak
Rp1.000.000.000
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tidak langsung untuk
mempengaruhi  Pemilih agg
tidak menggunakan hak pilil
menggunakan hak pilih dengg
cara tertentu sehingga sug
menjadi tidak sah, memili
calon tertentu, atau tida
memilih calon tertentu.

Perbuatan yang dilanggar adal
ketentuan yang a&dpada Pasg
73 ayat (4)

188

UndangUndang
Nomor 1 Tahun
2015

Setiap pejabat negara, pejal
Aparatur Sipil Negara, da
Kepala Desa atau sebutq
lain/Lurah yang dengan sengg
membuat keputusan dan/at
tindakan yang menguntungka
atau merugikan salah sa
pasangan calon.

Melakukan penggantian pejab
6 (enam) bulan sebelum tangg
penetapan pasangan cal
sampai dengan akhirmasa
jabatan  kecuali mendap
persetujuan tertulis da
Menteri.

Menggunakan kewenanga
program, dan kegiatan vyar
menguntungkan atau merugik
salah satu pasangan calon b
di daerah sendiri maupun

daerah lain dalam waktu

(enam) bulan sebelum taya
penetapan  pasangan cal
sampai dengan  penetap
pasangan calon terpilih.

Perbuatan yang dilanggar adal
ketentuan yang ada pada Pa
71 Undangundang Nomor 1(
Tahun 2016

fPidana penjara
paling singkat 1
bulan atau paling
lama 6 bulan
dan/atau;

fiDendapaling sedikit
Rp600.000 atau
paling banyak
Rp6.000.000

189

UndangUndang
Nomor 8 Tahun
2015

Calon Gubernur, Calon Wak
Gubernur, Calon Bupati, Calg
Wakil Bupati, Calon Walikota

fPidana penjara
paling singkat 1
bulan atau paling
lama 6 bulan
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dan Calon Wakil Walikota yan
dengan sengaja melibatki
pejabat badan uba milik

negara, pejabat badan usg
milik daerah, Aparatur Sipi

Negara, anggota Kepolisig
Negara Republik Indonesi:
anggota  Tentara  Nasion

Indonesia, dan Kepala Desa at
sebutan lain/Lurah sert
perangkat Desa atau sebut
lain /perangkat Kelurahaselam
kampanye.

Perbuatan yang dilanggar adal
ketentuan yang ada pada Pa
70 ayat (1) Undanggndang
Nomor 10 Tahun 2016

dan/atau;

fDenda paling sediki
Rp600.000 atau
paling banyak
Rp6.000000

190

UndangUndang
Nomor 1 Tahun
2015

Perbuatan Pejabat G@bernur
atau Wakil Gubernur, Bupa
atau  Wakil Bupati, dar
Walikota atau Wakil Walikota
yang melakukan penggantia
pejabat 6 (enam) bulan sebely
tanggal penetapan pasang
calon sampai dengakhir masal
jabatan kecuali mendap
persetujuan tertulis da
Menteri.

Perbuatan (Gubernur, Bupa
atau Walikota) yang aka
melakukan penggantian pejalb
di lingkungan  Pemerinta
Daerah Provinsi ata
Kabupaten/Kota, dalam jangk
waktu 6 (enam) bulan tething
sejak tanggal pelantikan har
mendapatkan persetujug
tertulis dari Menteri.

Perbuatan yang dilanggar adal
ketentuan yang ada pada Pa
71 ayat (2) dan Pasal 162 ay
(3) UndangUndang Nomor 1(¢
Tahun 2016

fPidana penjara
paling singkat 1
bulan atawaling
lama 6 bulan
dan/atau;

fiDenda paling sediki
Rp600.000 atau
paling banyak
Rp6.000.000
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d. Tindak pidana pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik
Ketentuan pidana pada tahapan pengadaan dan pendistribusian
logistik ini diatur pada Undangndang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun

pasal tersebut sebagai berikut:

1.4 Tabel Pasal Tindak Pidana Pada Tahapan Pengadaan

Dan Pendistribusian Logistik

Pasal Undang-Undang Keterangan Jenis Sanksi
190A UndangUndang (SISIPAN) fPidana penjara
Nomor 10 Tahun paling singkat 36
2016 PenyelenggaraPemilihan, atay bulan dan paling

perusahaan yang dengan seng lama 72 bulan
melakukan perbuatan melawiTDenda paling sediki
hukum merubah jumlah suri RP500.00(D00 dan
suara yang dicetak sama deng paling banyak

) - ) 3 Rp7.500.000.000
jumlah Pemilih tetap ditambal

dengan 2,5% (dua seteng
persen) dari jumlah Pemili
tetap sebagai cadangan, ya
ditetapkan dengan Keputusa
KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota

Perbuatan yandilanggar adalal
ketentuan yang ada pada Pa
80 ayat (1) Undangndang
Nomor 1 Tahun 2015

e. Tindak pidana pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara
Ketentuan pidana pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara
ini terdiri dari 11 pasal yang ada pada Undamglang Nomor 10 Tahun
2016. Adapun pasal tetsat sebagai berikut:

1.5 Tabel Pasal Tindak Pidana Pada Tahapan Pemungutan

dan Perhitungan Suara

Pasal Undang-Undang Keterangan Jenis Sanksi
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178A UndangUndang (SISIPAN) fPidana penjara paling
Nomor 10 Tahun singkat 24 bulan dan
2016 Setiap orang yang pada wak paling lama 72 bulan
pemungutan suara deng{fDenda paling sedikit
sengaja melkukan perbuatal RPp24.000.000 dan
melawan hukum mengak Paling banyak
dirinya sebagai orang lai Rp72.000.000
Y g g
untuk menggunakan hak pilih
178B UndangUndang (SISIPAN) fPidana penjara paling
Nomor 10 Takn singkat 36 bulan dan
2016 Setiap orang yang pada wak paling lama 108
pemungutan suara dengi bulan
sengaja melakukan perbuat{TDenda palingedikit
melawan hukum memberika Rp_36.000.000 dan
suaranya lebih dari satu kali paling banyak
X Rp108.000.000
satu atau lebih TPS
178C UndangUndang (SISIPAN) fPidana penjara paling
ayat (1)| Nomor 10 Tahun singkat 36 bulan dan
2016 Setiap orang yang tida paling lama 72 bulan
berhak memilih yang denggfDenda paling sedikit
sengaja pada saat pemungu{ Rp36.000.000 dan
suara memberikan suaranyg Paling banyak
(satu) kali atau lebih pada Rp72.000.000
(satu)TPS atau lebih
178C UndangUndang (SISIPAN) fPidana penjara paling
ayat (2)| Nomor 10 Tahun singkat 36 bulan dan
2016 Setiap orang yang dengq paling lama 144
sengaja menyuruh orang yaj bulan
tidak  berhak  memiliffDenda paling sedikit
memberikan suaranya 1 (saf RP36.000.000 dan
kali atau lebih pada 1 (satl paling banyak
) Rp144.000.000
TPS atau lebih
178D UndangUndang (SISIPAN) fPidana penjara paling
Nomor 10Tahun singkat 36 bulan dan
2016 Setiap orang yang dengd paling lama 108
sengaja melakukan perbuat| bulan
melawan hukumTDenda paling sedikit
| Rp100.000.00@an
;r:g;ggagalkan pemunguta paling banyak
Rp,300.000.000
178E UndangUndang (SISIPAN) fPidana penjara paling
ayat (1)| Nomor 10 Tahun singkat 48 bulan dan
2016 Setiap orang yang dengg paling lana 144

sengaja memberi keterang
tidak  benar, mengubal
merusak, menghilangkan ha

bulan

fDenda paling sedikit
Rp48.000.000 dan
paling banyak

pemungutan dan/atau ha
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penghitungan suara

Rp144.000.000

178F

UndangUndang
Nomor 10 Tahun
2016

(SISIPAN)

Setiap orang yang denggd
sengaja melakukan perbuat
melawan hukum
menggagalkan plen
penghitungan suara taha
akhir yang dilakkan di KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota pemungutg
suara

fipidana penjara paling
singkat 36 bulan dan
paling lama 144
bulan

fiDenda paling sedikit
Rp100.000.000 dan
paling banyak
Rp1.000.000.000

178G

UndangUndang
Nomor 10 Tahun
2016

(SISIPAN)

Setiap orag yang dengar
sengaja pada wakf]
pemungutan suar
mendampingi seorang pemil
yang bukan pemilih tunanetr
tunadaksa, atau yar
mempunyai halangan fisik lai

fPidana penjara paling
singkat 12 bulan dan
paling lama 24 bulan

fDenda paling sedikit
Rp12.000.00 dan
paling banyak
Rp24.000.000

178H

UndangUndang
Nomor 10 Tahun
2016

(SISIPAN)

Setiap orang yang memban
pemilih untuk menggunakal
hak pilih dengan sengaj
memberitahukan piliha
pemilih kepada orang lain

fPidana penjara paling
singkat 12 bulan dan
paling lama 36

fDenda paling sedikit
Rp12.000.00@an
paling banyak Rp
36.000.000

182A

UndangUndang
Nomor 10 Tahun
2016

(SISIPAN)

Setiap orang yang dengq
sengaja melakukan perbuat
melawan hukum
menggunakan kekerasa
ancaman  kekerasan, d
menghalanghalangi seseoran
yang akan melakukan hakny
untuk memilih

fPidana penjara paling
singkat 24 bulan dan
paling lama 72 bulan

fDenda paling sedikit
Rp24.000.000 dan
paling banyak
Rp72.000.000

182B

UndangUndang
Nomor 10 Tahun
2016

(SISIPAN)

Seorang majikan ataatasan
yang tidak  memberikal
kesempatan kepada seorq
pekerja untuk memberika

fPidana penjara paling
singkat 24 bulan dan
paling lama 72 bulan

fDenda paling sedikit
Rp24.000.00 dan
paling banyak
Rp72.000.000

suaranya, kecuali dengg
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alasan bahwa  pekerjag
tersebut tidak bisg
ditinggalkan

f. Tindak pidana pasca pemungutan suara
Ketentuan pidana pasca pemungutan suara ini terdiri dari 9 pasal
yang ada pada Undatigndang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian pada
perubahan pertama pada Und&hmgdang Nomor 8 Tahun (025 serta
perubahan kedua pada Unddogdang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun

pasal tersebut sebagai berikut:

1.6 Tabel Pasal Tindak Pidana Pasca Pemungutan Suara

Pasal Undang-Undang Keterangan Jenis Sanksi
193 ayat| UndangUndang (PERUBAHAN) fPidana penjara
() Nomor 10 Tahun palingsingkat 36
2016 Perbuatan KPU Provinsi dg bulan dan paling
KPU Kabupaten/Kota tidal lama 144 bulan
menetapkan pemungutdiDenda paling sediki
dan/atau penghitungan sug RP36.000.00@an

paling banyak

ulang di TPS Rp144.000.000

Perbuatan yandilanggar adalal
ketentuan yang ada pada Pa
112 dan Pasal 113 Undan
Undang Nomor 1 Tahun 2015

193 ayat| UndangUndang (PERUBAHAN) fPidana penjara
(2) Nomor 10 Tahun paling singkat 36
2016 KPU Provinsi dan KPU bulan dan paling
Kabupaten/Kota tida} lama 144 bulan

menetapkan pemilihan lanjutgTDenda paling sediki

dan/atau perfihan susulan Rp36.000.00@an
paling banyak

Perbuatan yang dilanggar adal Rp144.00000
ketentuan yang ada pada Pa
120 dan Pasal 121 Undan

Undang Nomor 1 Tahun 2015,

193 ayat| UndangUndang (PERUBAHAN) fPidana penjara
) Nomor 10 Tahun paling singkat 12
2016 Ketua dan anggota KPPS, ket| bulan dan paling

dan anggota PPK, ketua d{ lama 60 blan
fiDenda paling sediki
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anggota KPU Kabupaten/Kot
atau ketua dan anggota KF
Provinsi yang dengan sengg
melakukan perbuatan melaw
hukum tidak membuat déatau
menandatangani berita acg
perolehan pasangan Cal
Gubernur dan Calon Wak
Gubernur, pasangan Calg
Bupati dan Calon Wakil Bupat
serta pasangan Calon Walikg
dan Calon Wakil Walikota

Rp12.000.000 dan
paling banyak
Rp60.000.000

193 ayat
4)

UndangUndang
Nomor 10 Tahun
2016

(PERUBAHAN)

Ketua dan anggota KPPS ya
dengan sengaja tida
melaksanakan ketetapan KR
Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota untul
melaksanakan ~ pemungutan
suara ulang di TPS

fPidana penjara
paling singkat 12
bulan dan paling
lama 60 bulan

fDenda paling sediki
Rp12.000.000 dan
paling banyak
Rp60.000.000

193 ayat
(5)

UndangUndang
Nomor 10 Tahun
2016

(PERUBAHAN)

Setiap KPPS vyang dengsd
sengaja tidak memberikan
salinan 1 (satu) eksemplar ber
acara pemungutan de
penghitungan suara dan/at
sertifikat hasil penghitunga
suara pada saksi calon Gubert
dan calon Wakil Gubernu
calon Bupati dan calon Wak
Bupati, serta calon Walikota dé
calon Wakil Walikota, PPL,
PPS dan PPK melalui PPS.

Perbuatan yang dilanggar adal
ketentuan yang ada pada Pa
98 ayat (2) Undan@yndang
Nomor 8 Tahun 2015

fPidana penjara
paling singkat 12
bulan dan paling
lama 60 bulan

fDenda paling sediki
Rp12.000.000 dan
palingbanyak
Rp60.000.000

193 ayat
(6)

UndangUndang
Nomor 10 Tahun
2016

(PERUBAHAN)

Setiap KPPS

menjaga,

yang tida
mengamanka
keutuhan kotak suara, dg
menyerahkan  kotak  sua
tersegel yang berisi surat sua|

fPidana penjara
paling singkat 12
bulan dan paling
lama 60 bulan

fiDenda paling sediki
Rp12.0@.000 dan
paling banyak
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berita acara pemungutan sua
dan sertifikat hsil penghitungal
suara kepada PPK pada H
yang sama.

Perbuatan yang dilanggar adal
ketentuan yang ada pada Pa
20 huruf g UndandgJndang
Nomor 10 Tahun 2016

Rp60.000.000

193 ayat
(7

UndangUndang
Nomor 10 Tahun
2016

(PERUBAHAN)

Setiap PPS tida
mengumumkan has
penghitungan suara dari selur
TPS di wilayah kerjanya.

yang

Perbuatan yang dilanggar adal
ketentuan yang ada pada Pa
99 UndangUndang Nomor 1
Tahun 2015

fPidana penjara
paling singkat 12
bulan dan paling
lama 60 bulan

fDenda paling sediki
Rp12.000.000 dan
paling banyak
Rp60.000.000

194

UndangUndang
Nomor 1 Tahun
2015

(PERUBAHAN)

Panwas Kecamatan yang tid
mengawasi pererahan kotak
suara tersegel kepada KF
Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota

Perbuatan yang dilanggar adal
ketentuan yang ada pada Pa
33 huruf b UndangJndang
Nomor 10 Tahun 2016

fPidana penjara
paling singkat 6
bulan dan paling
lama 24 bulan dan

fiDenda pling sedikit
Rp6.000.000 dan
paling banyak
Rp24.000.000

195

UndangUndang
Nomor 1 Tahun
2015

Perbuatan yang dengan seng
merusak, mengganggu, at
mendistorsi sistem informa
penghitungan suara has
Pemilihan Gubernur dan Wak
Gubernur, Bupati dan kil
Bupati, serta Walikota da
Wakil Walikota

fPidana penjara
paling singkat 60
bulan dan paling
lama 120 bulan dan
fDenda paling sediki
Rp2.500.000.000
dan paling banyak
Rp5.000.000.000

g. Tindak pidana pada tahapan rekapitulasi

Ketentuan pidana pada tgqf@en rekapitulasi ini terdiri dari 3 pasal
yang ada pada Undaiidndang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian pada
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perubahan pertama pada Unddshmgdang Nomor 8 Tahun 2015. Adapun

pasal tersebut sebagai berikut:

1.7 Tabel Pasal Tindak Pidana Pada Tahapan Rekapitasi

Pasal Undang-Undang Keterangan Jenis Sanksi
183 UndangUndang | Setiap orang yang melakukéfPidana penjara
Nomor 1 Tahun | kekerasan terkait dengg paling singkat 12
2015 penetapan hasil Pemilihan bulan dan paling
lama 36
fDenda paling sediki
Rp12.000.00dan
paling banyak Rp
36.000.000
197 ayat| UndangUndang | KPU Provinsi dan KPUfPidana penjara
1) Nomor 8 Tahun | Kabupaten/Kota tidal paling singkat 24
2015 menetapkan perolehan ha| Pulan dan paling
Pemilihan lama 60 b_ulan da_n;.
fDenda paling sediki
Rp240000.000 dan
paling banyak Rp
600.000.000
198 UndangUndang | Ketua dan anggota KPPidana penjara
Nomor 1 Tahun | Provinsi dan KPU paling singkat 12
2015 Kabupaten/Kota yang tida| Pulan dan paling

melaksanakan putusg

pengadilan yang tela
mempunyai kekuatan huku
tetap.

Perbuatan yang dilangg

adalah ketstuan yang ada pad
Pasal 150 ayat (2) Undan
Undang Nomor 1 Tahun 2015

lama 24 bulan dan;
fiDenda paling sediki
Rp12.000.000 dan
paling banyak
Rp24.000.000

h. Tindak pidana di luar tahapan

Ketentuan pidanaiduar tahapan ini terdiri dam pasal yang ada

pada UndangJndang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian pada perubahan

pertama pada Undafigndang Nomor 8 Tahun 2015 serta perubahan kedua

pada UndandgJndang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun pasal tersebut

sebagai bekut:

1.8 Tabel Pasal Tindak Pidana di Luar Tahapan
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Undang- Jenis Sanksi
Pasal Keterangan
Undang
187D | UndangUndang (SISIPAN) fPidana penjara paling
Nomor 10 singkat 36 bulan dan
Tahun 2016 | Pengurus lembaga pemant paling lama 72 bulan
Pemilihan yang melanggdfDenda paling sedikit
ketentuan larangan pada Pa| Rp36.000.000 dan palin
128 UndangUndang Nomor 1 Panyak Rp72.000.000
Tahun 2015
193A | UndangUndang (SISIPAN) fPidana penjara paling
ayat (1) Nomor 10 singkat 12 bulan dan
Tahun 2016 | Ketua dan/atau anggota KP paling lama 144
Provinsi yang melanggglDenda paling sedikit
kewajban pada Pasal 1 Rp12.000.000 dan palin
UndangUndang Nomor 8 banyak Rp144.000.000
Tahun 2015
193A | UndangUndang (SISIPAN) fPidana penjara paling
ayat (2) Nomor 10 singkat 12 bulan dan
Tahun 2016 | Ketua dan/atau anggotKPU | paling lama 144 bulan
Provinsi yang melanggdlDenda paling sedikit
kewajibban pada Pasal 1 Rp12.000.000 dan palin
UndangUndang Nomor 8 banyak Rp144.000.000
Tahun 2015
193B | UndangUndang (SISIPAN) fPidana penjara paling
ayat (1) Nomor 10 singkat 12 bulan dan
Tahun 2016 | Ketua dan/atau anggota KP paling lama 144 bulan
Provinsi yang melanggdlDenda paling sedikit
kewajiban pada Pasal 24 Rp12.000.000 dan palin
UndangUndang Nomor 1 Panyak Rp144.00000
Tahun 2015
193B | UndangUndang (SISIPAN) fPidana penjara paling
ayat (2) Nomor 10 singkat 12 bulan dan
Tahun 2016 | Ketua dan/atau anggota KP paling lama 144 bulan
Provinsi yang melanggdfiDenda paling sedikit
kewajiban pada Pasal 3 Rp12.000.000 dan palin
UndangUndang Nomor 1 banyak Rp144.000.000
Tahun 2015
198A | UndangUndang (SISIPAN) fPidana penjara paling
Nomor 10 singkat 12 bulan dan
Tahun 2016 | Perbuatan  yang  dengq paling lama 24 bulan
sengaja melakukan tindgfDenda paling sedikit
kekerasan ata Rp12.000.000,00 dan
; aling banyak
mengahalanghalangi ) EpZélg.OOO.)(gOO
Penyelenggara Pemilihg
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dalam melaksanakan tugasny

SIMPULAN

Perkembangan pengaturan dalam undamipang pemilukada telah terjadi
beberapa kali penambahan dan perubahan ketentuan pidana, dimulai dari
dikeluarkannyaPeraturan Pemerintah Pengganti Undaimglang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kemudian ditetapkan
menjadi undangindang dengan diundangkannya Undaimgiang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan PeratuPemerintah Pengganti Undabdgdang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang
Undang, yang kemudian beberapa kali pembahaRembaharuan pertamaelalui
UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atasargridndang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi UndangJndang.Pembaharuan kedudengan Undantyndang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pemfan Kedua atas Undatfndang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Udddiagg Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UAdadgng.
Pembaharuan ketigamelalui Peraturan Pemerintah Peagty UndangUndang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Uddiaggng Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti -Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
UndangUndang, @n Pembaharuan keempdéengan ditetapkannya Undabigdang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantr Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Ubddagg
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PémheRengganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi UndangJundang.

Kebijakan formulatif tentang tindak pidana pemilukada sebagaimana
dinamika penambahan dan perubahantgydapat jenigenis deliknyayang dapat

dikualifikasikan dari beberapa tahapan waktu munculnya delik tersebut yakni
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tindak pidana pada tahapan pemutakhiran data pemilih; b) tipdklna pada
tahapan pencalonan) tindak pidana pada tahapan kampanye; d) tindak pidana pada
tahapan pngadaan dan pendistribusian logistik; e) tindak pidana tahapan
pemungutan dan penghitungan suara; f) tindak pidana pasca pemungutan suara; g)
tindak pidana pada tahapan rekapitulasi; h) tindak pidana di luar tahapan. Dengan
berbagai jenis sanksi pidanankolatif penjara dan denda yang dapat dikenakan bagi

pelanggarnya.
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